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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya
Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tahun
2020 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2020. Secara substansi, dokumen Renja Kota Administrasi Jakarta
Pusat Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat
tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta rencana
kerja dan pendanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan
dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Kota
Administrasi Jakarta Pusat. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan
menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan
pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja,
penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan
kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan
datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Kota Administrasi Jakarta
Pusat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita
semua.

Jakarta, Juli 2019
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001
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EXECUTIVE SUMMARY

Proses penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI
Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu
penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2C20. Selain itu juga dengan
mempertimbangkan hasil evaluas terhadap Renja Kcta Administrasi Jakarta Pusat
tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta
Pusat Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema

pembangunan pada tahun 2020 adalah "Memacu Pertumbuhan Berkualitas’.
Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi
DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.
Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018, didapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat senilai 82,26 yang berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 bahwa nilai 82,26 menunjukkan mutu
pelayanan A dan kinerjanya adalah SANGAT BAIK atau SANGAT MEMUASKAN.
(Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi
DKI Jakarta s.d. Tahun 2018).

Tujuan dan Sasaran Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020
merujuk kepada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2022. Di mara tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi
ke-3 RPJMD Provinsi DKl Jakarta Tahun 2017-2020, secara berurutan yaitu
“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi,
melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara
efektif, meritokratis dan berintegritas”. Sehingga tujuan dan sasaran Kota
Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta seperti pada tabel 3.1

Selanjutnya, Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKl Jakarta
Tahun 2020 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2020 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020.



PENDAHULUAN |f

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud &
Tujuan, Sistematika Penulisan
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1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman
pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib
menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam
Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15
Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah”.

Proses penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu
penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2020. Selain itu juga dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat
tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta
Pusat Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta

Pusat Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

|

10.

%

12.

13.

14.
15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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16.

7.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

295,

26.

2.
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2030;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah,
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi
Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun
2016;

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022;

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kegiatan Strategis Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas
Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kota Administrasi;

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan;

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan;

Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan
Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis
Daerah;

Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus
Kegiatan Strategis Daerah;
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42. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

43. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang
Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun
untuk mewujudkan target kinerja tahun 2020 dengan mengalokasikan sumber daya
yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat ke
dalam rencana operasional tahunan;

2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi DKl Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020;

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Kota Administrasi
Jakarta Pusat.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema pembangunan
pada tahun 2020 adalah “Memacu Pertumbuhan Berkualitas”. Berkualitas di sini
dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara
merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja
Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah,
keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra)
perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.
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BAB Il : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta
Pusat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (n-2) dan perkiraan capaian tahun
2019 (n-1); analisis kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat; isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta
Pusat Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2020 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang
bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB lll : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kota
Administrasi Jakarta Pusat, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota
Administrasi Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BABV : PENUTUP
Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review
Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan
Masyarakat




2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 dan Capaiar Renstra Kota Administrasi
Jakarta Pusat pada Tahun 2018. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan
informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap
realisasi program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 serta
realisasi target sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2018,
Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanzan kegiatan tahun 2019 dan
proyeksi realisasi anggaran tahun 2019.
Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018
ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Program yang digunakan
pada tahun 2018 berbeda dengan program yang digunakan untuk tahun 2019-2022
dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022, sebab proses
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017 dan proses
penyusunan RPJMD serta Renstra OPD masih berlangsung sampai dengan tahun
2018. Landasan penggunaan program tahun 2018 adalah Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 3 (tiga) program utama yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat
yaitu program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Program Peningkatan Pengembangan
Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Program peningkatan
penyelengaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selain itu terdapat 2 (dua) program
yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat’ dan “Pengelolaan
Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat’.
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Realisasi capaian program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) dengan
nilai capaian 82,26 persen.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat dan
pencapaian Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai dengan Tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-
masing kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2018 dan 2019. Pada
tahun 2018, 1121 target kegiatan dapat dicapai, hanya 201 target kegiatan belum
dapat dicapai sebagaimana terlampir.

Sedangkan, pada tahun 2019 program yang digunakan berbeda dengan tahun 2018.
Sehingga perkiraan realisasinya belum dihitung pada Dokumen Renja Bappeda
Tahun 2020. Namun untuk kegiatan 2019 relatif sama dengan kegiatan pada tahun
2018.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat didapatkan melalui pengukuran
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat Tahun
2018 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik serta Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance
Indicator Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2018.
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Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan terhadap 6 bidang pelayanan (PPSU,
Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA dan Ketentraman Ketertiban) yang
diselenggarakan di setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Masing —
masing pelayanan akan dinilai dalam skala likert dari © s.d 4 berdasarkan 9 indikator
yaitu :

Persyaratan

Sistem, mekanisme dan prosedur

Waktu penyelesaian

Biaya/tarif

Produk spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksana

Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Sarana dan prasarana
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Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat
dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan instrument kuesioner yang
telah diseragamkan untuk seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi.
Kuesioner dibagikan ke setiap responden dimana masing — masing pelayanan terdiri

dari 100 responden, dengan rincian sebagai berikut :

No. Pelayanan Data Populasi Jumlah Sampel

1 PPSL Jumlah KK per kelurahan 100 KK

2 | Jumantik Jumlah rumah per Kelurahan 100 rumah

3 RPTRA Jumlah pengunjung 100 pengunjung |

4 Posyandu Jumlah pengunjung posyandu | 100 pengunjung
per kelurahan

5 PKK Jumlah warga layanan per 100 warga
kelurahan

6 Ketentraman dan | Jumlah KK per Kelurahan 100 KK

Ketertiban

Keterangan : Penetapan jumlah sampel berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi di
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Survei kepuasan masyarakat tahun 2018 di Kota Administrasi Jakarta Pusat
dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan Mei s.d. September 2018 dengan tata waktu
kerja sebagai berikut :
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